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KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

MADRASAH TSANAWIYAH
No:Kd.28.01/4/PP.00.5/7962 /2013
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan
| KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendais Nomor
: D)1/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Isiam
‘| Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang
memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

Nama Madrasah : MTs Al Khairiyah Lambangsari

Nomor Statistik Madrasah : 121236040118

Alamat : Kp. Pangrango Ds. Lambangsari Kec. Bojonegara
Nama Yayasan : Al Khairiyah

Tahun Berdiri Madrasah : 1984 _

No. Akta Pendirian : 27/M. Toha SH

Surat lzin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

| ditetapkan,  dengan ketentuan  apabila = ternyata dikemudian  hari tidak

| melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin operasional
| pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan
maka Pembina tehnis administratif dan tehnis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan lzin Pendirian
Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang
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KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

JI. Jenderal Sudirman MNo. 644 Tilpon 613453
BANDUNG
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SALINAN; Surat Keputusan inl disampaikan kepada Yth : e

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINS| JAWA BARAT

Nomor W./HK.008 122 /19 89. .
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

. 1, Bahwa semakin meningkatnya hasral masyarakat unfuk menyelenggarakan dan mening-
katkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan
wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;

. 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidi-
kan pada Madrasah Swasta;

. 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat dibarikan pia-
gam, sebagal salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk manyelenggarakan pendi-
dikan dan pengajararn.

: 1. Tap MPR No. I'MPR/1988 tentang GBHN;

: 2. Kepitusan Menteri Agama R.| No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun
1979 dan Ne. 45 Tahun 1981,

. 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Neger
A.l Mo. 8 Tahun 1875, No. 037/U/1875 dan No. 36 Tahun 1875;

: 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.| dan Menteri Agama
R.| No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1884,

: 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 89, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987,

. 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No.
W.I/KA, 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diber| hak

untuk meni;ikuﬂ Ljian Negara Madrasah .. Tsanawiyak . . .. ... ........ Megerl.

. Kepadanya diberikan Piagam, sebagal tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas,
yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

. Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam
hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah . . Teamawiysh :
Piagam tersebul dapat dicabut dan dinyatakan lidak berlaku lagi.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
temyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.
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1. Menteri Agama R.l
U.p. a Sekjen Departeman Agama di Jakarta,
b. Dirfen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakaria;
¢. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakana;
2 Kepala Bidana Pembinaan Perguruan Agama |siam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Ba-



